
89 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran PPDI dan HWDI Kabupaten 

Bekasi dapat dijelaskan dengan konsep peran Organisasi Masyarakat Sipil oleh 

Amy Pollard dan Court dengan tiga indikator: Menginspirasi (Inspire), 

Menginformasi (Inform), dan Improvisasi (Improve). PPDI dan HWDI Kabupaten 

Bekasi sebagai Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran penting dalam 

mendorong partisipasi disabilitas dalam pemilu 2024.  

Pertama peran PPDI dan HWDI sebagai penginspirasi dalam konteks 

meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu ialah mengumpulkan 

keluhan dan persoalan yang didapatkan dari pemilih disabilitas pada pemilu tahun 

sebelumnya dan mendorong pemilih disabilitas untuk lebih mendukung serta 

mengenal isu disabilitas pada pemilu. PPDI dan HWDI menunjukkan bahwa 

penyandang disabilitas adalah bagian penting dari masyarakat yang memiliki hak 

dan kewajiban yang sama dengan melaksanakan sosialisasi KPU Kabupaten 

Bekasi. Kedua, PPDI dan HWDI berperan sebagai penginformasi, dalam hal ini 

PPDI dan HWDI membangun hubungan baik dengan KPU Kabupaten Bekasi 

dengan tujuan sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan KPU 

Kabupaten Bekasi. PPDI dan HWDI melakukan penyampaian informasi melalui 

dua cara yaitu secara langsung pada tiap kesempatan atau pertemuan maupun secara 

tidak langsung melalui saluran media PPDI dan HWDI. Ketiga, peran PPDI dan 
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HWDI dalam mengimprovisasi, dalam hal ini PPDI dan HWDI berusaha 

memperbaiki sistem dan praktik pemilu dengan melakukan advokasi, audiensi baik 

di tingkat KPU Kabupaten Bekasi hingga KPU Republik Indonesia, serta 

melakukan pengawasan kebijakan pemilu agar ramah disabilitas. Adapun tujuan 

dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan PPDI dan HWDI secara umum, kedua 

organisasi ini berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas 

termasuk hak politik mereka. Dengan demikian aktivitas yang mereka lakukan tidak 

hanya bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga untuk 

memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dan 

penuh dalam proses demokrasi.  

PPDI dan HWDI berhasil menanamkan pentingnya hak pilih di kalangan 

penyandang disabilitas dan mendorong KPU dalam memastikan aksesibilitas untuk 

pemilih disabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat partisipasi mereka 

dalam pemilu. Keaktifan PPDI dan HWDI dalam pemilu ini juga berdampak pada 

fasilitas pemilu yang membaik diantaranya akses TPS, akses informasi dan 

antusiasme disabilitas dalam pemilu yang sudah mulai membaik yang 

mengakibatkan partisipasi meningkat. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, peneliti 

memberikan saran, yaitu: 

1. Agar partisipasi disabilitas semakin aktif dan meningkat, PPDI dan HWDI 

Kabupaten Bekasi memperluas program sosialisasi dan edukasi tentang hak 
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dan prosedur pemungutan suara. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui 

pelatihan, seminar, dan workshop terkait pemilu yang melibatkan 

penyandang disabilitas serta komunitas mereka. Edukasi yang lebih 

intensif terkait partisipasi pada pemilu sehingga pemilih disabilitas merasa 

lebih siap dan termotivasi untuk berpartisipasi. 

2. Kepada KPU Kabupaten Bekasi seharusnya melakukan evaluasi melalui 

survei kepuasan setelah pemilu, dengan tujuan mengidentifikasi masalah 

yang dihadapi pemilih disabilitas dan area yang memerlukan perbaikan. 

Hasil survei tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk perbaikan pada 

pemilu berikutnya. KPU Kabupaten Bekasi seharusnya menyediakan 

laporan transparan yang memaparkan upaya mereka dalam meningkatkan 

aksesibilitas dan partisipasi pemilih disabilitas, serta hasil dari evaluasi 

yang telah dilakukan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai 

efektivitas advokasi yang dilakukan oleh PPDI dan HWDI. Hal ini dapat 

melibatkan evaluasi mendetail tentang dampak dari kegiatan advokasi 

terhadap peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dan perbaikan 

kebijakan pemilu. Serta dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih 

disabilitas. 

 


